SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERIZINAN,
TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus
berdasarkan kewenangan dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka perlu
melaksanakan peninjauan terhadap peraturan daerah
yang ada;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a

> dan Pasal 14 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan persyaratan
dasar Perizinan Berusaha salah satunya adalah
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan
oleh Pelaku Usaha melalui Sistem Perizinan Berusaha
secara Elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang lzin Lokasi
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan

, Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan



Layanan Umum yang menyatakan bahwa tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerabh, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar perlu dicabut;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi, menyatakan bahwa kewenangan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan
Jasa Konstruksi antara lain adalah penerbitan perizinan
berusaha bidang jasa konstruksi nasional kualifikasi
kecil menengah dan besar, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu dicabut;

bahwa dengan berubahnya pengaturan terkait Badan
Usaha Milik Desa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Badan Usaha Milik Desa perlu dicabut;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah
di Bidang Perizinan, Tarif Badan Layanan Umum Daerah
dan Badan Usaha Milik Desa;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERIZINAN, TARIF

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BADAN USAHA
MILIK DESA.



Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

sebagai berikut:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2009 tentang lIzin Lokasi (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16);

dan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal, 13 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-56/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH



PENJELASAN
ATAS
» PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH DI BIDANG PERIZINAN,

TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DESA

UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahuh 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk
memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta
Kerja antara lain diaturnya kewajiban bupati/walikota untuk memberikan
pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan
di Daerah wajib menggunakan Sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang
bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung
pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) hurufa dan Pasal 14 ayat
(5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
menyatakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha salah satunya adalah
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh Pelaku Usaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik, dengan demikian

Pelaku Usaha tidak perlu memiliki lzin Lokasi terlebih dahulu sebagai



persyaratan pendirian usaha, cukup informasi tata ruang dalam bentuk
kesesluaian pemanfaatan tata ruang yang mana sudah terintegrasi dalam
aplikasi perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh
Pemerintah Pusat, dalam hal ini sistem OSS. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12

Tahun 2009 tentang lzin Lokasi perlu dicabut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang lzin Lokasi sudah

tidak relevan lagi dan perlu dicabut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Pemefintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa
tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati,
sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Karanganyar, dan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan pengaturan tarif

selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi antara lain
adalah penerbitan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi nasional
kualifikasi kecil menengah dan besar, dengan demikian maka Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha

Jasa Konstruksi perlu dicabut.



Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa pada Undang undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat berbagai
perubahan pengaturan yang secara keseluruhan mengubah pengaturan
mengenai pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mencabut Bab VIII
BUMDes dari pasal 132 sampai dengan pasal 142 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka pengaturan Badan usaha Milik Desa diperjelas
dalam Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembina dan Pengembangan , dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, telah diatur
secara terperinci dan lengkap dan tidak mengamanatkan Daerah untuk
mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, cukup dengan Peraturan

Kepala Daerah. Permendesa ini sudah sangat direktif.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu disusun Peraturan
Daerah tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah di Bidang
Perizinan, Tarif Badan Layanan Umum Daerah Dan Badan Usaha Milik

Desa.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 135



